
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PERJ9/M.P AN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor : 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, 
pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja lnstansi 
Pemerintah (LKIP); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Dae rah; 

Mengingat 

2. Bahwa untuk Penetapan Indikator Kinerja Utama tersebut, perlu 
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang. 

1. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PERJ9/M.P AN/2007 
tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan 
Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Bontang; 

Menimbang 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 

PINTU KOTA BONTANG 

TENT ANG 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU KOTA BONTANG TAHUN 2019 - 2021 

SURAT KEPUTUSAN 
KEP ALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELA YANAN TERP ADU SATU PINTU 

KOTABONTANG 

NOMOR : 01 Tahun 2019 

PEMERINTAH KOT A BONTANG 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU 
JL. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594; Fax. (0548) 20598 

Website: dpmtkptsp.bontangkota.go.id; E-Mail: dpmtkptsp@bontangkota.go.id 
BONTANG 



Pembina (IV/a) 
NIP. 19790810 199802 1 001 

UN~renanaman Modal dan Pelayanan 
t---.:"T'i:;rn, Satu Pintu Kota Bontang, 

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki 
sebagaimana mestinya. 

KETIGA 

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang. 

KEDUA 

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat 
Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh 
masing-masing Bidang dan Sekretariat di Lingkungan Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang, untuk 
menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan 
Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan 
Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Bontang Tahun 2019-2021. 

PER TAMA 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

8. Peraturan Walikota Bontang Nomor 38 tahun 2018 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Bontang; dan 
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